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PRINSIP-PRINSIP EPISTEMOLOGI IMAM SYAFIT DAN IMPLIKASINYA

PADA PERKEMBANGAN EPISTEMOLOGI
HUKUM ISLAM
Tutik Hamidah

Fakultas Syariah UIN Mmilana Malik Ibrahim Malang
Telepon: 081334537641
Email: hamidah.ansori@gmail.com

Abstrak

Imam Syafi'i is widely acknowledged as the master architec of ushul figh. His principles of
Islamic Jurisprudence show an epistemologically fundamental difference with those of
earlier islamic legal schools. Unfamiliar to the ahl al-hadits and ahl al-ra'y in the
beginning of its emergence, his principles are considered a unified form of the two
seemingly opposing camps. In the middle of 9th century, ahl al-ra'y began to accept the
theory of Syafi'i which emphasizes the reference to the texts as the sole authority in
deducing the law. Ahl al-hadis also follows the principle of giyas formulated by Syafi'i as
an additional source besides the sacred texts. It is safe to say that in the 9th century,
synthesis between ahl al-ray and ahl al-hadits was on the way in the expense of other
theories on usul al-figh.

Imam Syafi'i diakui sebagai the master architec of ushul figh. Prinsip-prinsip Imam Syafi'i
baik terkait al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas memiliki perbedaan yang fundamental
dengan epistemologi hukum Islam mazJiab awal. Meskipun pada awalnya konsep beliau
dipandang asiug baik oleh ahl al-hadis maupun ahl al-ra'y, namun pada akhirnya
dipandang mampu menyatukan ahl al-hadits dun ahl al-ra'y yang bersitegang pada waktu
munculnya beliau ke gelanggang hukum. Dimulai dari pertengahan abad ke 111 H/1X M,
ahl al ra'y mulai menerima teori Imam Syafi'i yang memberi per an teks sebagai
satu-satunya sumber hukum yang otoritatif. Di sisi lain, ahl al-hadits juga menerima
prinsip-prinsip istinbath Imam Syafi'i, yang mengatur ra'y dalam bentuk giyas. Dengan
demikian dimulai dari abad ke Il H/IX M telah terjadi sintesis antara ahl ra'y dan ahl
hadis, yang berimplikasi terhadap terseiugkiruya teori-teori yang berbeda dengan sistesis
yang diformulasikan oleh Imam Syafi'i.

Kata Kunci: Epistemologi ahl al ra'y, aid al-hadits. usul al-figh.

Imam Syafi'i (150-204 H), dalam seja-
rah  perkembangan epistemologi hukum
Islam dicatat sebagai orang pertama yang

melakukan sistematisasi dan pembakuan

metode-metode istinbath hukum. Pada di-

rinya melekat julukan the master architec of

lishul figh .Oleh sebagian penulis, posisinya
disejajarkan denJgan Avristoteles dalam&bi-

dang ilmu logika dan al-Khalil bin Ahmad
50

dalam ilmu tata bahasa.! Perananya dalam

hukum Islam dapat disetarakan dengan

Descartes dalam membentuk nalar Eropa’.

Kondisi epistemologi hukum Islam ke-

tika Imam Syafi'i muncul di lapangan hu-

, Muhammad Abu zaNFah, Ushul Figh (tt. : Dar
al-Pikr al-'Araby, t.th.), 13.

»? M”mmad Abid ai-jabir
al-Arabi, (Bairut: Markaz Dirasa
‘Arabiyyah, 1989), cet. IV, 100,114.
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kum vyaitu terjadinya ketegangan antara
kelompok ahl al-hadis dan ahl al-ra'ij? Kon-disi
itu berawal dari tersebarnya para sahabat Nabi
saw di kota-kota penting Islam, mereka menjadi
pusat pengajaran Islam, mereka meriwayatkan
hadis dan memberi fatwa berdasarkan ijtihad.
Mereka mempu-nyai murid-murid yaitu para
Tabiun, yang mewarisi pengajaran mereka. Sebab
itu, di setiap kota penting Islam beredar hadis dan
fatwa sahabat yang menjadi pegangan pen-duduk
kota tersebut. Sumber hukum pada periode ini
(baca: tabiun), selain al-Qur'an dan sunnah,
bertambah dengan hadis-hadis Rasulullah saw
yang diriwayatkan secara besar-besaran, dan
fatwa para sahabat yang beredar di setiap kota di
mana sahabat tinggal. Sebelum periode ini, pusat
hukum adalah kota Madinah saja, para sahabat
belum pindah keluar Madinah, dan keputusan
hukum menjadi tanggungjawab para Khulafaur
Rasyidin. Disamping sisi positif dengan hijrahnya
sahabat ke kota-kota di luar Madinah, ada pula
dampak negatif yang tak dapat dielakkan, yaitu,
beragamnya periwayatan hadis di masing-masing
kota, bahkan sating bertolak bela-kang. Begitu
pula riwayat fatwa sahabat be-sar dan praktek
mereka, terjadi keragaman. Misalnya,
diriwayatkan bahwa Abu Bakar

% Pada umumnya dikenal dua arus dalam memahami
ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Yaitu pemahaman
ahl al-hadis (textual) dan ahl al-ra'y (kontekstual). Yang
pertama dengan semangat mengagungkan nas, cenderung
memahami nas secara literal, tanpa mempertanyakan
tujuannya, atau mencari hubungan satu hukum dengan yang
lain dan sangat membatasi penggunaan akal dalam
memahami nas. Arus ini bermuara di Hijaz, kota Nabi saw
dan sahabat-sahabatnya, dimana kondisi penduduk relatif
homogin sehingga tidak memiliki faktor pendorong untuk
memahami nas secara kontekstual. Sedangkan yang kedua,
sill al-ra'y, juga dengan semangat mengagungkan nas, tetapi
tidak berhenti memahaminya secara literal, melainkan
mencari tujuan-tujuan hukum, meneliti hubungan antara satu
hukum dengan vyang lain, sehingga menemukan
prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam merespon
kondisi aktual, yang boleh jadi respon tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan zahir nas. Arus ini bermuara di Iraq,
sebuah kota bekas kerajaan Persia, memiliki peradaban lebih
tinggi dibandingkan Hijaz, dan kondisi penduduk sangat
hetrogin. Kondisi tersebut menjadi pendorong pemahaman

kontekstual. (Lihat Muhammad Hudlari Bik, Tarikh Tasyri'
al-Islamy, (Mesir : Tijariyah Kubra, 1965 ), 143-148.

dan 'Umar bin Khaththab biasa mem-baca doa
qunut (mendoakan kecelakaan bagi musuh)
dalam salat fajr, tetapi menu-rut riwayat yang
lain mereka tak pernah mcngucapkannya. Juga
terjadi periwayatan pendapat dan praktek para
sahabat yang Dberlawanan dengan hadis
Rasulullah saw*, misalnya satu riwayat
menunjukkan bahwa Abu. Bakar, 'Umar dan
‘Utsman  mempraktekkan ~ muzara’ah  dan
menvewa-kan tanahnya dengan pembavaran
seper-tiga hasil. Tetapi riwayat ini bertentangan
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ja-bir dan
Raff Ibnu Khadij yang mengang-gap muzara'ah
sebagai satu hal yang haram \ Satu riwayat
menyatakan bahwa Rasulullah melakukan mash
(mengusap dalam wudhu) pada kaus kaki, tetapi
Ali, Alisyah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah
menolak riwayat tersebut™. Masih banvak contoh
adanya kontradiksi dalam riwayat-riwayat hadis
maupun fatwa sahabat yang menyebabkan para
ahli hukum beradu pendapat atas landasan
riwayaf-riwayai yang saling bertolakbelakang
tersebut. Kondisi ini tentu tidak kondusif untuk
mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum
yang dibutuhkan masyarakat.

Para ahli hukum (baca: tabiun) di Madinah
mewarisi fatwa vane; berasal dari 'Umar bin
Khaththab, 'A'isyah dan Ibnu 'Umar. Para ahli
hukum Kufah mewarisi fatwa vang berasal dari
Ali dan lbnu Mas'ud. Imam Svafi'i menvebutkan
pusat-pusat ilmu pengetahuan hukum tersebut di
dalam tulisan-tulisannva. la menyatakan bahwa,
setiap kota di dunia Islam ketika itu merupakan
pusat pengetahuan hukum yang warganva dalam
keban\'akan hal mengikuti pendapat ahli-ahli
hukum lama di kota mereka’. Hal ini bisa
dila-cak juga dari aktifitas hukum imam-imam
mazhab yang selalu menjadikan  prak-

4 Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, Subul
al-Salnm, (Bandung: Dahlan, t.th.), jilid 1, 186.

® Muhammad, Subul al-Salam, jilid 111.

& Muhammad, Subul al-Salam, jilid I, 57-58.

' Dikutip dari Ahmad Hasan, , The Early Development
of Islamic Jurisprudence diterjemahkan Agah Garnadi
Piutu ljtihctd Sebelum Tertutup (Bandung: Pustka, 1984 ),
152-153
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tek vang disepakati di kotanya atau ijma’ regional
sebagai rujukan hukum. Misalnya, Imam Malik
bin Anas berulang-ulang menge-mukakan
praktek yang telah disepakati di Madinah ( <
j*S”«il jAVI ) sebagai rujukan hukum, Abu
Yusuf menekankan penggunaan sunnah yang
masyhur dan tidak menggunakan hadis ahad,
demikian pula al-Auza'i sering menggunakan
ung-kapan sunnah pemimpin-pemimpin kaum
Muslimin terdahulu®,

Sementara itu, daerah kekuasaan Islam pada
periode ini sudah menjadi sangat luas vang
menjadikannya sebagai negara besar vang terdiri
atas beragam bangsa, budaya dan peradaban vang
kemudian menjadi un-sur-unsur peradaban Islam.
Daerah kekuasaan Islam membentang dari Barat
sampai Timur, Spanyol, Afrika Utara, Suria,
Pales-tina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian
kecil Asia, Persia, Afganistan, daerah yang
sekarang disebut Pakistan, Rurkmenia, Uzbek
dan Kirgis (di Asia Tengah).? Secara bersamaan
periode ini juga merupakan za-man keemasan, di
mana  kota-kota Islam  merupakan  Kkota
berperadaban  yang sangat maju, ilmu
pengetahuan maju, begitu juga kesenian. Di masa
dinasti Abbasiyyah ini, penerjemahan buku-buku
ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam

bahasa Arab dilakukan secara  gencar.
Cabang-cabang  ilmu  pengetahuan  vang
diutama-kan adalah ilmu kedokteran,

matematika, optika, geografi, fisika, astronomi,
sejarah dan filsafat.”® Dari kegiatan penerjemahan
tersebut  lahirlah  cendekiawan-cendeki-awan
Islam dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan
dan filsafat yang mampu mengembangkan
ilmu-ilmu tersebut yang pada perkembangannya
kemudian menjadi batu pijakan lahirnya era
industri di Barat'. VValaupun sangat terbuka
dengan peradaban non Arab, akan tet ipi unsur
Arab tetap dominan, yaitu melalui kebijakan
arabisasi

* Khudlori Bek, Tarikli Tasyri' IsMmt, 191. Harun Nasution,
Islam Ditinjau dari Bchcrapa Aspeknya jilid 1 (Jakarta: Ul
PRESS, 1985) cet. V,.62.

“ Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Bchcrapa
Aspeknya jilid 1, 70.

! Harun Nasution,
Aspeknya jilid 1, 72 .

Islam Ditinjau dari Bcbcrapa

bahasa. Bahasa Arab menjadi  bahasa
ad-ministrasi daerah-daerah baru, yang se-mula
menggunakan bahasa Yunani dan Persia. Bahasa
Arab juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan,
filsafat dan diplomasi'2. Dengan latar belakang
tersebut, wajar pada periode ini muncul
kecenderungan untuk menetapkan unifikasi
hukum. Di-riwayatkan bahwa Abu Ja'far
al-Manshur ~ (w.158 H), Khalifah kedua
Abbasiyah (754-775 M), menyampaikan pada
Imam Malik bahwa ia sedang
mempertimbangkan  untuk  menyebarluaskan
buku karya Imam Malik, al-Muwaththa', ke
setiap propinsi dengan perintah bahwa buku itu
harus diambil sebagai rujukan utama dalam
hukum. Namun, Imam Malik tidak me-nyetujui
dan menasihatkan agar hal itu tidak dilakukan,
dengan argumen bahwa orang di berbagai tempat
telah mengembangkan pendapat yang beragam,
berland-askan hadis yang beragam pula. Karena
itu, ia menyarankan kepada khalifah Manshur
agar tidak mencampuri hukum di daerah-daerah
yang bersangkutan yang telah mereka miliki®.
Meskipun khalifah tidak berhasil menetapkan
unifikasi hukum, perkembangan lain yang
tampak beru-saha keras memenuhi kebutuhan
unifikasi hukum, yaitu upaya-upaya Imam Syafi'i
dalam membakukan epistemologi hukum Islam.
Imam Syafi'i yang rajin rihlah ‘ilmiyyah,
mengadakan perjalanan ke berbagai kota, belajar
pada ahli hukum Mekkah Kha-lid bin al-Zaniji,
kemudian belajar kepada Imam Malik dan
berdiskusi dengan murid Imam Abu Hanifah. la
menyaksikan konf-lik ahli-ahli  hukum di
kota-kota tersebut.* la mengemukakan kritik
kepada mazhab Madinah maupun Iraq sebagai
ahl hadits dan ahl ra'yi karena tidak konsisten
dalam prinsip-prinsip hukum mereka. Suatu ke-

® Harun Nasution, Islam. Ditinjau dari Bcbcrapa
Aspeknya jilid 1, 70.

B Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup,
36; Fazlur-Rahman, Islamic Mctodology in History,
diterjemahkan Anas Mahyuddin, Membuka Pintu
ljtihad, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1995) Cet. IlI,
28-29.

% Abu Zahrah, Ushul al-Figh, 13.
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tika menggunakan hadis Rasulullah saw dan
suatu ketika meninggalkannya untuk
mengutamakan pendapat yang disepakati di kota
masing-masing™. Lebih jauh ia me-lihat bahwa
kebanyakan hukum diputus-kan berdasarkan
ra'yu (pertimbangan pri-badi) tanpa ada aturan
yang baku. Bahkan bisa jadi ra'yu lebih
diutamakan dibanding hadis Rasulullah saw™. la
menolak dasar-dasar penalaran dan pendekatan
dari ma-zhab Madinah maupun Iraq ahl hadits
dan ahl ra'yi. Merumuskan prinsip-prinsip hukum
yang bam, yang berbeda secara fundamental
dengan ahl hadits dan ahl ra'yi} Menyusun satu
metodologi  hukum  yang  selain  bisa
mempertemukan dua kubu ahl hadits dan ahl
ra'yu, juga menjadi pedoman dalam menarik
kesimpulan hukum yang baku dari teks-teks suci
agama. Sehingga pertentangan kedua kubu, dan
perbedaan hukum di setiap kota yang melahirkan
eks-presi kebebasan berpikir, diharapkan bisa
diredam.

Dalil Pertama: Al-Qur'an.

Dalam mukaddimah al-Risalah, master
piece-nya dalam ushul figh/epistemologi hukum
Islam, Imam Syafi'i membicarakan kedudukan
Qur'an dalam hukum dan me-letakkannya sebagai
landasan dari semua pengetahuan hukum. Imam
Syafi'i menda-sarkan hukum sepenuhnya pada
al-Quran, karena menurutnya “tidak ada
persoalan yang ditemui oleh seorang penganut
agama Islam kecuali ia dapatkan dalam al-Qur'an
petunjuk untuk memecahkannya" la berpendapat
bahwa Qur'an adalah sumber pokok dari semua
pengetahuan  dasar tentang  hukum. la
mengemukakan sejumlahayat-ayat Qur'an untuk
menjasti-fikasi  pendapatnya.”®  Dikarenakan
prinsip ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, bisa
diduga bahwa pada periode sebelumnya

5 Ahmad Hasan, Pintu Ijtilmd Sebehtm Tertutup,
182-183.
% Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebehtm Tertutup, 182.
¥ Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebehtm Tertutup,
169; Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, 29.

Ljji (jjjdl Ixua (jic 3331 M *-JOS.
Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Risalah, (t.t. : Dar
al-Fikr, t.th.), 20

prinsip tersebut belum muncut. Bisa diduga
penegasan Imam Syafi'i tentang posisi al-Qur'an,
merupakan reaksi dari adanva kecenderungan
digunakannya ra'yu secara meluas untuk hal-hal
yang tidak diatur dalam al-Qur'an'’. Sejak masa
Khulafaur Rasyidin, ra'yu sudah digunakan untuk
memutuskan hal-hal praktis, bahkan dengan
kesan dapat menggantikan fceks yang bersifat
spesifik (al-khas). Pada periode sesudahnya,
periode tabiun dan Imam mazhab yang awal,
penggunaan ra'yu se-makin  berkembang,
bersamaan  dengan  munculnya  gerakan
periwayatan hadis. Ja-linan ra'yu hadis ini
berjalan secara alami-yah menjadi hukum positif
di daerah-dae-rah Islam yang semakin luas.
Imam Syafi'i dengan intelektualitas dan
komitmen yang tangguh membalik
perkembangan tersebut dengan penegasannya
bahwa bukan hanya hukum tetapi juga
metodenva harus ber-sandar pada petunjuk
wahvu.?

Penegasan Imam Syafi'i tentang kedudukan

al-Qur'an tersebut bersamaan dengan
perkembangan di bidang teologi. Dominasi
Mu'tazilah, yang menempatkan akal pada

kedudukan yang sangat tinggi, pada awal abad ke
Il H, menyebabkari reaksi semakin menguatnya
aliran Salafi, vaitu keimanan yang tidak didasari
penyelaman persoalan gaib yang mendalam.
Hanya percaya pada akidah dengan dalil yang
ditunjuk oleh nas, dan dipahami secara tekstual
sebagaimana yang tertulis dalam Kitab suci dan
sun-nah Rasul. Fungsi akal hanyalah sebagai
saksi pembenar dan penjelas dalil-dalil al-Qur'an.
Jadi akal terletak di belakang nas-nas agama
yang tidak boleh berdiri sendiri. la bukanlah
hakim yang akan mengadili. Spekulasi apapun
terhadap segala sesuatu yang sakral dianggap
suatu bidah. Setiap dogma harus dipercayai
tanpa mengaju-kan pertanyaan bagaimana dan
mengapa. Aliran Salafi ini ditokohi Imam Ahmad
bin

® Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebehtm Tertutup, h.
111.

% Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Risalah, 7-)~
81;Wael B. Hallag, A Hilary of Islamic Legal Theories:
An Introduction to Siuiui UsJiul Figli, ( Cambridge:
Cambridge University Press ,1987), 22-23.
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Hanbal, yang pada masa khalifah al-Mak-imm,
al-Mu'tashim dan al-Watsig dihukum cambuk
dan penjara karena keteguhannya memegang
keyakinannya.  Keberanian mempertahankan
keyakinan ini, di sam-ping membawa resiko juga
membawa ke-untungan yaitu sernakin banyaknya
orang yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal.
Aliran Salaii kemudian dikembangkan oleh Imam
al-Asv'ari vang kemudian menjadi faham resmi
pemerintah pada masa pemer-intahan khalifah
al-Mutawakkil (847-861 M). VVael B. Hallag
menggambarkan proses ini dengan ungkapan:

Shaft'i flourished in a period when a powerful
group of traditionalists advanced the thesis that
nothing that the Muslim community says or does
should escape the sanction of the Quean and the
reports of the Prophet. At the same time, this
group militated against a tendency that had
become entrenched in Islam since the first century,
namely, the tendency to ignore the Prophetic reports
and insist on human reason as the final judge on
matters not regulated by the Quran. Shaft"i elabo-
rated his concept of how the laze should be formu-
lated against the backdrop of a reality thoroughly
permeated by the conflict between the
tradition-ists and the rationalists. His concept
constituted in effect a rudimentary theory of law, a
theory that was in one sense caused by, and in
another the result of, that conflict'. (Syafi'i
tumbuh da-lam peri ode ketika sebuah kelompok
tradi-sionalis yang sangat gencar
mengembang-kan  tesis bahwa tidak ada
perkataan dan perbuatan vang dilakukan oleh
komunitas Muslim vang bebas dari hukum
al-Quran dan rhvavat-riwavat kenabian. Pada
waktu bersamaan kelompok ini sangat anti ke~
pada kecenderungan yang sudah tumbuh sejak
abad pertama hijriyah, yaitu kecenderungan
untuk mengabaikan hadis dan ber-pegang kepada
ra'yu untuk memutuskan permasalahan yang
tidak diatur di dalam al-Quran. Syafi'i
mengembangkan kon-sepnya tentang bagaimana
hukum  harus  diformulasikan,  menentang
keseluruhan yang diserap baik oleh kelompok
tradisio-nis maupun rasionalis. Konsepnya adalah
sebuah teori hukum yang di satu sisi di-sebabkan
dan di sisi lain merupakan hasil dari konflik
antara ahl hadis dan aid ra'y)

Dalam bab al-Baydu, Imam Syafi'i men-

-' Wael B. Hallag, A History '[Islamic Legal Theories,
20-21.

jelaskan prinsip-prinsip penalaran hukum agama
yang dirangkum olehnya dengan kata "ai-bayan"

(Adapun bay an adalah konsep yang meliputi
baik makna-makna dasar dan prinsip-prinsip
sebagai satu kesatuan, maupun cabang-cabang
makna yang ber-sifat parsial)® Di sini "baySn"
yang makna literalnya berarti "jelas, terang",
telah di-angkat menjadi sebuah konsep dengan
arti khusus, yaitu prinsip-prinsip pemahaman
hukum, metode penalaran hukum yang berbasis
teks dan penalaran bahasa yang akhirnya
menghasilkan perluasan jang-kauan teks dan
pembatasan ra'yu hingga titik terendah®.

Selanjutnya Imam Syafi'i mengemu-kakan
kategori-kategori tentang cara-cara Allah swt
menjelaskan hukum dalam al-Qur'an. Pertama,
dengan bahasa yangmak-nanya sudah jelas dan
tidak membutuhkan penjelasan atau penafsiran,
terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang
khusus, seperti hukum yang terkait dengan
angka, denda bagi yang melakukan haji tamattu’,
jika tidak menyembelih binatang kurban adalah
puasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika
sudah pulang. Kewajiban puasa Ramadhan
adalah satu bulan. Shalat, zakat, haji, puasa, dan
larangan-larangan yang explisit atas
perbuatan-perbuatan bu-ruk tertentu seperti zina,
minum minuman

2 Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Risalah, 21.

2 Jika dibandingkan dengan metode penalaran
hukum sebelum Imam Syafi'i, maka terlihat posisi
ra'yu yang tinggi bahkan dominan. Dalam mazhab
Maliky ads metode maslahah mursalah ( beorientasi
kepada kemaslahatan) dan pada mazhab Hanafy
ada metode istihsan (meninggalkan dhahir nas
karena menganggap ada kemaslahatan yang lebih
kuat ). Metode ra'yu jika ditarik garis lurus keatas
maka akan bermuara pada sahabat Nabi saw, 'Umar
bin Khaththab, yang dalam keputusan-keputusan
hukumnya dalam wilayah tehnis operasional
menyejajarkan ra'yu dengan ayat-ayat dan hadis-
hadis yang bersifat tehnis operasional. ‘Umar dapat
meninggalkan ayat atau hadis yang bersifat tehnis
operasional dengan pertimbangan kemaslahatan.
Lihat Amiur Nuruddin, ljtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab,
Stitdi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1987) pada halaman-halaman yang
berhubungan.
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keras serta memakan darah, bangkai, dan daging
babi. Kedua, dengan bahasa yang dinyatakan
secara umum, sehingga terbu-ka untuk
bermacam-macam interpretasi. Namun
Rasulullah saw menjelaskan ma-ksud yang
sebenarnya dari ayat tersebut. Misalnya tentang
wudlu, cara membasuh masing-masing anggota
wudlu dijelaskan oleh Rasulullah saw. Cara
bersuci dari ja-nabah, istinja' dan besarnya kadar
harta da-lam wasiat dijelaskan oleh Rasulullah
saw. Ketiga, dengan bahasa vyang jelas
menunjuk-kan  kewajiban-kewajiban tertentu,
yang perinciannya diterangkan oleh Sunnah
Rasul, seperti banya.knya shalat, nisab zakat dan
batasan waktunya; Keenipat, yang didiamkan
oleh Allah swt, tapi diterangkan oleh Rasulullah,
sehingga mempe-roleh kekuatan hukum yang
sama, karena adanya perintah taat kepada
Rasul-Nya oleh teks-teks al-Qur'an. Terakhir,
keluna, yang diserahkan kepada kemampuan
ijti-had manusia untuk mengetahuinya. Dan ini
merupakan  ujian  bagi  manusia  untuk
menunjukkan ketaatannya kepada Allah swit.
ljtihad yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah
dengan mencari dan menganalisis petunjuk, tanda
atau isyarat dalam al-Qur'an dan Sunnah
(istidlal), dan sama sekali bukan pertimba-ngan
akal yang tidak bertumpu pada contoh yang telah
ada (mitsal sabiq).**

Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan tiga hal.
Pertama, menurut Imam Syafi'i, penjelasan Allah
swt tentang hukum dalam al-Qur'an ada yang
sudah jelas, dan ada yang belum jelas. Kedua,
kedudukan Rasulullah saw adalah sebagai
penjelas se-kaligus menetapkan hukum karena
diberi otoritas oleh Allah swt. Ketiga, hukum
yang belum dijelaskan harus digali berdasarkan
al-Quran dan sunnah, dan tidak ada celah
menetapkan hukum berdasarkan akal atau
pendapat pribadi. Dengan kata lain, menu-rut
Imam Syafi'i, hukum harus bersumber otoritas
wahyu, begitu pula penafsirannya serta metode
penggaliannya. Ai-ilLj ~ ulL Jc V) jIA V4
jInVii

24 Al-Syafi'i, al-Risalah, h. 21-25.
% Muhammad bin Idris al-Syasi'i, al-Risalah, 505.

"ljtihad selamanya tidak akan mungkin tanpa
didasarkan pada kehaiusan mencari sesuatu. Dan
yang namanya mencari ses-uatu itu hanya
dimungkinkan kalau diser-tai dengan sejumlah
petunjuk. Nah, petun-juk-petunjuk itu disebut
giyas"

Imam Syafi'i mengklasifikasi
pernvata-an-pernyataan al-Qur'an menjacii umum
Cauim) dan khusus (khash). la menyaia-kan
bahwa ada pernyataan-pernyataan tertentu yang
mutlak bersifat umum, dan dimaksudkan untuk
bersifat umum. Ada pernyataan-pernyataan lain
yang juga umum, dan dimaksudkan umum, tetapi
juga merujuk pada situasi atau keja-dian khusus
tertentu. Ada pernyataan-pernyataan  yang
tampaknya bersifat umum, tetapi maknanya tak
dapat dipasti-kan kecuali bila diterapkan pada
keadaan-keadaan khusus. la menulis tiga bab
me-ngenai tiga kategori ini dan membahasnva
dengan memberikan contoh-contoh®*. Kemudian
ia membagi-bagi pernyataan-pernyataan
al-Qur'an menurut klasifikasi yang lain. Ada
ayat-ayat tertentu vang maknanya ditentukan
oleh konteksnva, sementara ayat-ayat lain yang
redaksinya  menunjukkan  makna-dalamnya
(bntJiin) dan bukan pengertian literal atau
luarnva (dImhir). Lebih jauh ia menvatakan
bahwa al-Qur'an mengandung sekumpulan ayat
yang tampaknya bersifat umum, tetapi Sunnah
menunjukkan ~ bahwa  ayat-ayat  tersebut
dimaksudkan khusus dan bukan umum. la
menjelaskan semua Kkategori tersebut dengan
contoh-contoh dari al-Qur'an.”

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan
bahwa Imam Syafii mendasarkan penala-ran
hukum berdasarkan pada analisa bahasa. Untuk
mengetahui kandungan makna al-Qur'an dan
menarik kesimpulan hukum darinya, diperlukan
seperangkat pengeta-huan yang memadai tentang
bahasa Arab, termasuk unsur-unsur
pengungkapan kali-mat. Ini berarti membentuk
satu konstruk

2 Muhammad bin Idris al-Svafi'i Al-Risalah, 53-61.
27 Muhammad bin Idris al-Svafi'i Al-Risalah, 62-64.
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pemikiran yang mengarahkan perhatian-nya
secara eksklusif pada teks. Sebab itu, sebagian
besar kitab-kitab ushul figh yang ditulis
kemudian, menyediakan satu porsi tersendiri
tentang metode-metode dan teknik-teknik vang
berlaku dalam bahasa (asdlth).

Dalil Kedua : As-Sunnah

Adapun sunnah, digunakan Imam Syafi'i
dengan pengertian dan kandungan yang berbeda
dengan madzhab-madzhab awal. Mazhab-mazhab
awal menyebut sunnah meliputi sunnah Nabi
saw, fatwa-fatwa sahabat, tabiun bahkan praktek
yang dis-epakati yang bersumber dari adat atau
hukum administrasi setempat. Seperti al-Auza'i
sering menggunakan ungkapan sunnah
pemimpin-pemimpin kaum muslimin terdahuln,
Imam Malik bin Anas menjadi-kan praktek vang
telah disepakati di Ma-dinah ( 4-ilc- ***m> «ll
jJH\ ) sebagai hukum, Abu Yusuf menekankan
penggunaan sunnah vang masyhur dan tidak
menggunakan hadis ahad. Sedangkan Imam
Syafi'i tidak mengakui sunnah selain sunnah Nabi
saw, dan hanya sunnah Nabi saw saja yang
merniliki otoritas sebagai sumber hukum. la tidak
sedikit pun mempertimbangkan praktek yang
telah  dijalankan  oleh  urn-mat®. la
memperkenalkankehujjahan hadis ahad yang
ditolak oleh mazhab-mazhab awal. Dengan
argumentasi yang kuat, ia membedakan antara
syahadah dan riwayah. Menurutnya ada garis
pembeda antara periwayatan suatu hadis dan
kesaksian hukum. Hadis ahad, hadis yang
diriwayatkan oleh seorang perawi saja, hams
diterima jika memenuhi persyaratan-persyaratan
yang ditetapkan. la mengemnkakan syarat-syarat
tertentu bagi penerimaannya, dan tidak mengakui
hadis ahad setaraf dengan sunnah yang telah
disepakati secara bulat (mutaiviitir) . la
mengatakan bahwa mung-kin saja terjadi
kesalahan dalam meri-wayatkan suatu hadis oleh
periwayat, dengan demikian keputusan yang
diambil atas

> Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertiitup,
h.78-79; Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal
Theories, 18.

dasar hadis tersebut hanyalah benar pada lahirnya
saja (dhahiran) dan tidak secara lahir dan batin
bersama-sama  (dhahiran ~ wa  bathinan)
sebagaimana halnya sunnah yang telah diakui.”
Imam Syafi'i dengan sukses mematahkan
argumentasi  lawan-lawannya dan dengan
demikian hanya mengakui ke-hujjahan hadis
sebagai satu-satunya cara mengetahui sunnah®.
Sebab itu ia menda-pat gelar "Penolong Sunnah"
(Nashir al-Sunnah).

Dalil Ketiga : Ijma’.

Ijma’ atau kesepakatan para ulama, dasar
hukum dan otoritasnya adalah nas. Imam Syafi'i
mengemukakan bahwa sunnah Ra-sul tak
mungkin luput dari pemahaman ummat secara
keseluruhan (ammatuhum), walaupun mungkin
luput dari pemahaman perorangan. Juga, Imam
Syafi'i mengemukakan bahwa sudah merupakan
kenyataan yang dikenal baik bahwa orang banyak
secara keseluruhan tidak mungkin akan
bersepakat dalam hal yang berten-tangan dengan
sunnah Rasul, ataupun dalam suatu kesalahan. la
mendukung pernyataan ini dengan dua hadis dari
Ra-sulullah saw. Hadis yang pertama berbu-nyi:
"Semoga Allah swt melimpahkan ke-sejahteraan
kepada orang yang mendengar kata-kataku,
mengingatnya, menjaganya, dan
menyampaikannya. Banyak penyam-pai hukum
yang ia sendiri tidak cerdas, dan banyak orang
yang menyampaikan hukum kepada orang lain
yang lebih cerdas daripadanya. Ada tiga hal yang
tak boleh dibenci oleh seorang Muslim:
keikhlasan dalam bekerja untuk Allah swt,
kepercayaan kepada sesama Muslim, dan
kesetiaan kepada ummat Muslim. Ri-salah
mereka akan melindungi mereka dari belakang".
Hadis yang kedua berbunyi: "Ketika berpidato di
depan khalayak di Jabiyah (suatu tempat di
Syria), ‘'Umar bin al-Khaththab berkata:
"Rasulullah berdiri di antara kami sebagaimana
saya berdiri di antara anda semua dan berkata:

% Muhammad bin Idris al-3yafi'i Al-Risalah, 401.
Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, 93.
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"Hormatilah para sahabatku, kemudian mereka
yang sesudahnya, dan kemudian mereka yang
sesudahnya. Sesudah itu dusta akan tersebar luas
hingga banyak orang akan bersumpah tanpa
diminta dan memberi kesaksian tanpa diminta
mem-berikannya. Ingatlah barangsiapa yang ingin
hidup di surga yang luas hendaklah ia mengikuti
ummat, karena Syaitan ber-sama-sama dengan
orang yang menyen-diri tapi akan menjauhkan
diri dari dua orang yang bersatu”. Dalam kedua
hadis ini kesetiaan kepada ummat telah
dite-kankan oleh Rasulullah saw. Imam Syafi'i
mengatakan bahwa ini berarti kepatuhan pada
kesepakatan ummat dalam perso-alan tertentu
yang berkaitan de-ngan hal-hal yang halal atau
haram, dan bu-kannya kesetiaan kepada kesatuan
fisik yang tidak berarti apa-apa. Dari sini ia
menyimpulkan bahwa seseorang yang berpegang
pada apa yang dipegang oleh umat akan dianggap
sebagai mengikuti umat dan barangsiapa yang

berpendapat lain dapat dianggap sebagai
menentang umat. la berpendapat bahwa
kesalahan akan mengenai orang yang
memencil-kan  diri, tetapi ummat secara

keseluruhan tidak mungkin akan melakukan
kesalahan dalam memahami makna al-Qur'an,
sun-nah dan giyas.** Simak pernyataannya ini:

JiaB NvaaLowl]) Af-1<ij>4_i (] _s5iLai __ ajLa. (y™j*4-n*

ye. "Alkt AilS Inus (jSL-0j yA <CLANI Uls 41jSil AJ

Jika ijma’ pada masa sahabat dilaku-kan
dengan musyawarah secara alamiah untuk
menghindari perbedaan-perbe-daan di
masyarakat, dan di masa tabiun merupakan
proses alamiah terseleksinya pendapat-pendapat
'ulama’ yang berbasis ra'yu, maka pada Imam
Syafi'i ijma' di-angkat menjadi metode yang
berbasis nas

% Muhammad bin
473-474.

Idris al-Syafi'i Al-Risaiah,

dan mengikat. Ini adalah transform a si dari
sebuah metode yang berbasis sosio-politis
menjadi sebuah metode yang berbasis nas.
Konsep terjaganya ummat dari kesalahan yang
didasarkan pada hadis menjadi basis kehujjahan
ijma’. Sebab itu menurut Imam Syafi'i ijma’
hanya terdapat pada 'Urn al~ ammah saja, dan
pengetahuan itulah vang memiliki kepastian
kebenarannya, tidak ada perselisihan
didalamnya. Sedangkan 'Urn al-khashshah tidak
bisa terjadi ijma2. Sebab itu, ijma' regional
menurut Imam Syafi'i bukanlah ijma’ yang
mengikat, dan  tidak. ada  kepastian
kebenarannya. Seperti disebutkan diatas, Imam
Syafi'i mengganti ijma’ regional dengan hadis
meskipun dengan periwayatan ahad.

Dalil Keempat: Qiyas.

Selanjutnya tentang ijtihad, Imam Syafi'i
mengawali  penjelasannya dengan  me-rinci
jenis-jenis bahasa yang dipilih Allah swt untuk
mewahyukan hukumNva, kemudian membangun
metode otoritatif de-ngan dasar argumentatif
yang dengan-nya tanda-tanda dan
petunjuk-petunjuk bahasa hams ditafsirkan agar
menghasil-kan hukum Allah yang diyakini ahli
fikih. Argumen pembenaran metode ini, yang ia
sebut sebagai ijtihad dan giyas, ia ambil dari
al-Quran tentang shalat yang harus meng-hadap
ke Ka'bah. "Hadapkanlah wajahmu (Muhammad)
ke Masjid al-Haram, dan di-mana saja kamu
(umat Islam) berada, maka hadapkanlah wajahmu
(ketika kamu shalat) ke Masjid al-Haram"
(QS.2:144,150). Imam Syafi'iberalasanbahwa di
dalam shalat umat Islam diperintahkan untuk
menghadap ke Ka'bah walaupun Ka'bah tersebut
tidak ke-lihatan. Mereka wajib berusaha untuk
me-nemukan arah Ka'bah, dengan mencari,
melalui eksperimen kemampuan mental mereka,
indikasi-indikasi  dan  tanda-tanda  yang
mengantarkan mereka mengetahui arah tersebut.
Lebih lanjut, ia berargu-men, karena Allah swt
menyatakan bahwa Dia telah  menciptakan
bintang-bintang,

32 Muhammad bin Idris al-Svafi'i Al-RisalaJi,
478-479.
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pegunungan, sungai-sungai, cahaya, ke-gelapan
dan lain-lain, agar menjadi petunjuk bagi mereka
(QS. 6: 97; 16:16). Petunjuk yang bisa diambil
dari ayat-ayat tersebut ada-lah bahwa umat Islam
ketika mengerja-kan shalat tidak bebas untuk
menghadap ke mana saja yang mereka sukai, tapi
mereka terikat untuk, dengan sepenuh
kemampuan, menggunakanusaha-usaha mental
dalam mencari lokasi Ka'bah. Melalui analogi, ia
menyimpulkan bahwa umat Islam berke-wajiban
untuk menentukan nilai-nilai  hukum vang
mengatur perilaku mereka, vakni pengetahuan
yang terdapat dalam bahasa wahvu®. Simak
pernyataannya berikut ini :

AL 2iX0 A UL T+a> [> V) 24

Dengan landasan nas bagi ijtihad
(bacdLigii/as) yang disebutkan diatas, Imam
Svafi'i membatasi cakupan metode ini. Ketika
al-Quran atau sunnah telah mem-berikan
keputusan hukum bagi sebuah persoalan tertentu,
maka tidak ada ru-ang untuk ijtihad lagi. Akan
tetapi, ketika muncul sebuah kasus baru di mana
al-Quran atau sunnah tidak memberikan suatu
hukum, melakukan ijtihadbukan saja menjadi
kebutuhan,  melamkan  juga  me-rupakan
kewajiban. Di dalam ketiadaan sebuah hukum
tekstual, seorang ahli fikih harus mencari kasus
tekstual yang sama untuk mencari solusi. Kalau
kasus baru tersebut mempunyai kesamaan ‘ilia |
(ratiodegis) seperti vang ada pada kasus tekstual,
peraturan yang ada dalam teks tersebut harus

ditransfer kepada kasus baru. Penyimpulan
apapun yang dilaku-kan tanpa sandaran
petunjuk-petunjuk ayat atau hadis atau

menyimpang adalah tidak sah, dan karenanya
tiaak diperbolehkan®.

33 Muhammad bin Idris al-Svafi'i, al-Risalnh, 34-
39.

3 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Risalah, 39-
40.

AiWm, tya jjjfcajj (Jjadl iic La*-JV  Alt-alljlI t.»uful j-a
(JiLollj j3rsd!j 4-bali (j-o ALs CliL-aj La wilLS Atas
dasar inilah, Imam SyafTi menolak istihsan,
sebuah metode pemikiran yang di-anggap hanya
didasarkan atas pemikiran bebas manusia yang
didasarkan atas ke-pentingan-kepentingan dan

perilaku individual. la beranggapan bahwa
istihsan sama dengan menuruti kesenangan
se-mata.

jIMIVuuVLI (D013 (jl -ia. 1 »Jba Lolja. (jl (joxj I.LA 3. jjili
(il mVunVI Lai] j

Sebagaimana dikemukakan Ahmad Hasan,
bahwa madzhab-madzhab awal mempergunakan
giyas dengan cara yang lebih liberal dan lebih
mendekati ra'yu daripada nas. Dengan
pembatasan yang ditetapkan Imam _ Syafi'i pada
giyas, maka giyas menjadi kwasi-nas. Dengan
membatasi ruang lingkup qgiyas, ia ingin
membawakan penalaran yang sistematis dalam
hukum dan menghilangkan keka-cauan, yang
merupakan akibat dari peng-gunaan ra'yu secara
bebas. Imam Syafii menolak ra'yu yang
dilakukan semau-maunya, untuk merintis jalan
bagi giyas.®

Ahmad Hasan juga menyebutkan bahwa
justifikasi giyas atas dasar al-Qur'an untuk
pertama kalinya ditemukan pada Imam Syafi'i.
Qiyas dan ijtihad yang se-mula merupakan suatu
kebutuhan sosial untuk menyelesaikan persoalan,
tetapi  ke-mudian dijustifikasi atas dasar
al-Qur'an. Imam Syafi'i telah mempersempit
giyas dan menjadikannya sedemikian teknis
hingga menjadi praktis tidak efektif ka-rena ia
meletakkan tekanan pada nas, baik al-Qur'an
maupun hadis dan menolak ra'yu dengan
membatasi pada giyas. Dengan argumen dan
komitmen yang tinggi ia mengabsahkan cara
berpikir yang senantiasa merujuk kepada teks
dan tela-dan masa lalu sebagai otoritas
tertinggi.*’

% Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Risalah, 40. ** Ahmad
Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, 185
3" Ahmad Hasan, Pintu ljtihad,
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Implikasi Pada Perkembangan Epistemologi
Hukum Islam

Literatur-literatur ushul figh yang ditulis
setelah Imam Syafi'i adalah peng-embangan teori
Imam Syafi'i yang mcne-kankan dan berpusat
pada analisis bahasa, yaitu mengembangkan
analisis  daldlah  teks dengan  segenap
cabang-cabangnya, mulai dari makna yang mudah
ditangkap hingga ke yang paling subtil, dan
kemudian ber-tambah kompleks. Bentuk-bentuk
daldlah tersebut bukan cuma bertingkat-tingkat
secara vertikal tapi juga'secara horisontal
bercabang-cabang, mulai dari bentuk 'am, khash,
musytarak, sharih, kinayah, hingga mu-hkam,
mufassar, nas, khafi, musykil, nuijmal, dan
mutasyabih. Belum lagi bila dilihat dari sisi
metodenya, ada yang berupa daldlah al-'ibarah,
daldlah al-isyarah, daldlah al-nas, daldlah
al-igtidla’ hingga maflium mukhalafali dan
mafhum muwafagah. Yang kesemuanya itu lazim
ditemukan dalam buku-buku disiplin ushul figh.
Sehingga praktis pe-mikiran ushul figh, terutama
yang tertuang dalam metode pengambilan
keputusan hukum atau istinbath, diarahkan pada
cara-cara mencermati teks-teks wahyu, apakah itu
al-Qur'an atau hadis, pada sisi linguistik dan
semantiknya. Yakni mencari-cari makna teks
dengan mengamati bentuk-bentuk dalalah atau
lafadz-nya., apakah itu khas, 'am, musytarak,
kinayah, sharih, mujmal, mutasyabih, dan
sebagainya. Dari sinilah kemudian kita bisa
memahami  mengapa  studi  ushul  figh
diorientasikan pada pengkajian ten-tang "wujuh
dalalah al-adillah ala al-ahkdm al-syar'iyyah"

(bentuk-bentuk dalalah dari da-lil-dalil yang
menunjukkan hukum-hukum syara’), karena
istidlal atau istinbath hanya dimungkinkan

melalui sebuah teks.

Epistemologi yang dirumuskan Imam Syafi'i
memberikan bentuk yang sistematis bagi
istinbath hukum, membawakan kon-sistensi
dalam prinsip-prinsip hukum dan mensintesiskan
pendapat-pendapat yang berlawanan dari para
pendahulunya, vyaitu ahl al-hadits dan ahl
al-ra'yi. Imam Syafi'i sangat terobsesi untuk
dapat menghi-

langkan kekacauan dalam hukum yang terjadi
pada eranya dan mernelopori sta-bilitas hukum
dengan menekankan oto-ritas teks secara
harfivah, baik al-Qur'an maupun sunnah. Karena
itu, ia menjerat ra'yu dengan metode giyas dan
memutus kesinambungan proses ra'yu-ijma’ di
kota-kota besar Islam. Stabilitas hukum yang
diperoleh sebagai hasil dari implementasi
epistemologinya adalah suatu sisi positif, namun
harus dibayar dengan wajah hukum Islam
formalistik, karena teks harus difahami sesuai
dengan arti literalnva, dan sedikitpun tak dapat
berubah. Arti dan hikmah dari hukum-hukum
harus difahami dari lafadz teks, dan hanya
penger-tian yang ditunjuk secara langsung atau
diisyaratkan oleh teks saja yang bisa di-jadikan
'illat hukum. Hal ini tentu saja mengabaikan
peran akal yang dapat memahami spirit teks,
yang tidak terjelaskan dalam lafad.

Perkembangan berikutnya teori Imam Syafi'i
diterima secara luas dan bahkan teori-teori yang
dimunculkan yang berbeda dengan sistesis yang
diformulasikan Imam Syafi'i menjadi tersingkir
dan tidak dapat bertahan. Seperti
ultra-tradisionalisHashwi-yyah, rnazhab
Zahiriyah vang menekankan sentralitas teks dan
menolak giyas secara kategoris akhirnya hilang
dari  peredaran. Demikian pula  vang
ultra-rasionalis seperti teori vans; dimunculkan
al-Thufi, vane memberi peran maslahali secara
ekslusif.

Kesimpulan

Menghadapi peradaban modern, dunia Islam
mengalami serangkaian tanta-ngan intelektual
dan kultural dari Barat. Lemba-ga-lembaga sosial
Islam, seperti perkawi-nan, perceraian menjadi
sasaran kritik para orientalis. Poligami dan
harem, dua lern-baga vyang  menjadi
bulan-bulanan di ka-langan orientalis, dan
dijadikan sebagai eiri khas dunia Islam. Dunia
Islam tidak dapat menghadapi tantangan yang
datang dari Barat tersebut dengan smart dan
proporsional. Dalam konteks perkemba-ngan
yang demikian itulah muncul pemikir-pemikir
pern-
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baharu epistemologi hukum Islam. Den-gan
kesadaran bahwa epistemologi yang dibangun
Imam Syafi'i dari zaman klasik tidak memadai
untuk merespon perkem-bangan-perkembangan
modern. Diawali Muhammad Abduh (w. 1905)®
yang men-cela taklid, menyerukan ijtihad dan
keharu-san untuk kembali kepada sumber u tarn a
svari‘ah, al-Qur'an dan sunnah. la merupa-kan
tokoh yang mempengaruhi  pemikir-pemikir
generasi sesudahnya, yang bera-da diantara
paradigma tradisionalis® dan paradigma liberal®.
Abduh menghilang-kan dikotomi antara wahyu

dan akal, den-gan pendapatnya, “tidak ada
pertentangan antara akal dan wahyu". Jika
kenyataannya terjadi  pertentangan, maka

kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam
memahami keduanya.” Pendapat ini sangat
signifikan dalam mengangkat posisi akal yang
marginal dalam epistemologi Imam Syafi'i.
Pengaruh Abduh berkembang menjadi paradigma
tradisionalis dan liberal sekaligus dalam
epistemologi hukum Islam yang di-kembangkan
pemikir-pemikir zaman modern. Paradigma
tradisionalis ~ adalah epistemologi yang
merevitalisasi epistemologi zaman klasik dan
tetap dalam bingkainya.

Muhammad Abduh dipandang sebagai pembaharu
keagamaan penting pertama yang rneletakkan dasar-dasar
bagi ide-ide pembaharuan modern. Wael B. Hallag, History
of Islamic Legal Theories, 214; Fazlur Rahman, Islam,
second edition, 216-1$;, Harun Nasution, Islam Ditinjau
dari Berbagai Aspeknya jilid 11, 99-100.

" Paradigma tradisionalis yaitu memelihara wa-risan
Islam klasik, baik dalam teologi, figh, maupun tasavvut dan
merespon perkembangan kontemporer dengan dasar warisan
tersebut. Lebih mendalam ten-tang Tradisional Islam, lihat
Seyved Hossein Nasr, Tradiskmal Islam in the Modem
World, tarj. Lukman Hakim, Islam Tradisi di Tengah
Kancah Dunia Modern ( Bandung : Penerbit Pustaka, 1994),
1-18.

I paradigma liberal menunjuk pada epistemologi yang
meninggalkan epistemologi zaman Kklasik dan dibangun
diatas prisip-prinsip dan pendekatan baru, dengan
memanfaatkan ilmu-ilmu soaial modern. Sevyed Hossein
Nasr, menamakan kelompok ini Islam Modernis, demikian
pula Fazlur Rahman, Lihat Fazlur Rahman, Islam, terutama
pada bab Perkembangan Modern; Charles Kurzman (ed.),
Liberal Islam: A Sourcebook, trj. Bahrul Ulum dan Heri
junaidi, Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam
Kontemporer tentang Isu-isu Global ( Jakarta : Paramadina,
2001), xi.

“! Wael B. Hallag, History of Islamic Legal Theories, An
Introduction to Sunni Usul al-Figh, 212.

Terutama Yyang berhubungan dengan teori
maslahah, yang terdapat dalam epi-temologi
hukum Islam Kklasik, yang dite-rapkan secara
sangat terbatas, di tangan kelompok ini diperluas
dan bahkan menjadi prinsip yang terpenting.
Hallag menya-takan, kelompok ini memberi
sumbangan terhadap serangkaian prinsip-prinsip
partikular yang diletakkan oleh para fu-gaha
klasik dan abad  pertengahan, dengan
merumuskan kembali ke arah yang lebih maju.
Paradigma ini meninggalkan seba-gian dan
menekankan bagian yang lain dari epistemologi
lama, serta memperluasnya dengan mengambil
teori-teori zaman klasik yang marginal, seperti
teori al-Thufi, al-Syatibi dan Zahiriyah*.
Sedangkan paradigma liberal menunjuk pada
epistemologi yang meninggalkan epistemologi
zaman klasik. Mereka membangun prisip-prinsip
dan pendekatan baru, dengan memanfaatkan
ilmu-ilmu  sosial modern. Ini  meru-pakan
fenomena baru dalam Islam. Kedua

“2 Al-Thufy , nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn
Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim ibn Sa'id al-Thufi, lebih
dikenal dengan Najm al-Din al-Thufi ( w. 716 H ). Metode
istinbathnya yang kontroversial adalah, menempatkan
maslahah s_ebagai dalil yang tertinggi dan independen
dalam wilayah muamalah, bukan ibadah. jika ada
pertentangan antara nas atau ijma' dengan maslahah, maka
maslahah yang dijadikan pedoman. Selengkapnya lihat Tim,
Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : P.T. Ihtiar Baru van
Hoeve, 1997), 113; Mustafa Zaid, Al-Maslahat ft al-Tasyri'
al-1sldmiy wa Najm al-Dni al-Thufiy ( Kairo: Dar al-Fikr
al-arabiy, 1964), 116-121. Al-Syatibi, nama lengkapnya
adalah Abu Ishag Ibrahim ibn Muhammad al-Lakhmi
al-Garnati al-Syatibi (w. 790 H). Dalam sejarah ushul Figh,
dialah yang mengembangkan konsep magqdshid al-syan‘ah
secara mendalam, dimana sebelumnya paradigma ushul figh
dominan dengan konsep kebahasaan. la menulis konsep
magashid al-syari‘ah dalam kitabnya Al-Muwdfaqdt fi Ushul
al- Ahkdm, (Beirut: Dar al- Fikr, t. th.) jilid 11, 2-291.
Al-Zahiriyyah, adalah aliran literaiis, hanya berpedoman
dengan makna dhahir teks, menolak giyas. Pendirinya Daud
bin Ali al-Ashbahani ( w. 270 H), awalnya aliran ini tidak
popular, tetapi setelah dikembangkan oleh Ibn Hazm (384 -
456 H) menjadi terkenal dan banyak pengikutnya. Ibn Hazm
memberi kemasan baru. dengan memasukkan cara berpikir
logis (manthigi), yaitu dengan menggunakan al- had (
definisi ). Al-had bisa digunakan sebagai instrumen
pemecahan problem yang tidak dijelaskan dalam nas ( ghair
al-manshush ). Selengkapnya tentang metode istinbath Ibn
Hazm, baca Ibn Hazm, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkdm ( Beirut
: Dar al-Kutub al-limiyyah, 1985) juz 5, 98-101. Ketiga
tokoh ini memiliki perbedaan dengan jumhur ushCdiyyun.
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kelompok tersebut menapak jalan yang
di-bentangkan Muhammad Abduh vyaitu tesis
rasionalnya.

Tokoh kelompok pertama, menurut Hallag,
adalah Rasyid Ridha (w. 1935), Abdul Wahab
Khallaf, 'Allal al-Fasi (w. 1973) dan Hasan
Turabi. Mereka menge-mukakan
tawaran-tawaran epistemologi hukum Islam yang
berorientasi adanya ke-longgaran dari
epistemologi  klasik, untuk dapat merespon
perkembangan modern. Di antaranya adalah
membebaskan hukum dari keharusan makna
literal, keterikatan hukum dengan maslahat yang
berimplika-si ketika maslahat tidak ada, maka
hukum tidak diterapkan. Tawaran-tawaran ini
di-pandang sebagai sin tesis antara warisan
epistemologi klasik dengan
kebutuhan-ke-butuhan teoritis zaman modern.

Adapun kelompok kedua, Hallag me-nyebut
tokoh-tokohnya, Muhammad Sa'id Ashmawi®

Fazlur Rahman* dan Muham-

3 pemikiran pembaharuannya terdapat da-
lam Muhammad Said Asymawi, Ushul asy-Syari'ah
, Beirut: Dar Igra’,1983. la menyatakan bahwa yang
dimaksud syariah bukanlah seperti yang dipandang
oleh mayoritas 'ulama, yaitu serangkaian hukum atau
kaidah-kaidah hukum, melainkan way of life al-Qur‘an,
weltanshaung al-Qur'an yang menekankan hidup deng
an imam tagwa, kasih sayang, toleran, adil dan maaf.
Weltanshaung itu tidak terkungkung oleh aturan-aairan
hukum dalam teks, bahkan penerapan aturan-aturan
hukum di dalam teks harus didasari penerapan wel
tanshaung terlebih dahulu.

“pemikiran pembaharuannya antara lain terdapat
dalam  Fazlur Rahman, "Towards Reformulating the
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